SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
2021;

.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara
Bupati Demak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak pada tanggal 10 September 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, anggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

w

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Daerah adalah Kabupaten Demak.
. Bupati adalah Bupati Demak.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021
sebagai berikut:

1.

Pendapatan daerah

a. Semula Rp2.320.606.298.834,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp (14.632.181.822,00)
Jumlah pendapatan daerah Rp2.305.974.117.012,00

setelah perubahan



2. Belanja Daerah

a. Semula Rp2.386.606.298.834,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 132.397.721.931,50
Jumlah belanja daerah Rp2.519.004.020.765,50

setelah perubahan

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 98.000.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp147.029.903.753,50
Jumlah penerimaan Rp245.029.903.753,50
pembiayaan setelah

perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 32.000.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pengeluaran Rp 32.000.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah pembiayaan Rp213.029.903.753,50
netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00
Anggaran Setelah
Perubahan
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 400.271.709.834,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.000.000.000,00
Jumlah pendapatan asli Rp 405.271.709.834,00

daerah setelah perubahan

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 1.821.049.989.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (45.744.911.822,00)
Jumlah pendapatan Rp 1.775.305.077.178,00
transfer setelah

perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp 99.284.600.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 26.112.730.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan Rp 125.397.330.000,00
daerah yang sah setelah
perubahan




Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a. Pajak daerah;

1) Semula Rp 156.011.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 856.500.000,00
Jumlah pajak daerah setelah Rp 156.868.000.000,00
Perubahan

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp 27.865.835.600,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.258.230.100,00)
Jumlah retribusi daerah Rp 24.607.605.500,00

setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp 20.615.356.034,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 2.230.056.561,00
Jumlah hasil pengelolaan Rp 22.845.412.595,00
kekayaan daerah setelah

perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1) Semula Rp 195.779.018.200,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 5.171.673.539,00
Jumlah lain-lain pendapatan Rp 200.950.691.739,00
asli daerah yang sah setelah
perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1) Semula Rp 1.603.626.433.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (33.914.911.822,00)
Jumlah transfer pemerintah Rp 1.569.711.521.178,00
pusat setelah perubahan

b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp 217.423.556.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.830.000.000,00)
Jumlah transfer antar daerah Rp 205.593.556.000,00
setelah perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 14.250.000.000,00
Jumlah hibah setelah perubahanRp 14.250.000.000,00




b.

Dana darurat

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana darurat setelah Rp 0,00
perubahan

. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

1) Semula Rp 99.284.600.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 11.862.730.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan Rp 111.147.330.000,00
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a.

belanja operasional

1) Semula Rp 1.656.729.345.161,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 119.479.154.798,50
Jumlah belanja operasional Rp 1.776.208.499.959,50

setelah perubahan

. Belanja modal,

1) Semula Rp 277.956.600.764,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 22.376.342.490,00
Jumlah belanja modal setelah Rp 300.332.943.254,00
perubahan

Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 14.586.796.349,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (10.017.718.030,00)
Jumlah Belanja tidak Rp 4.569.078.319,00

terduga setelah perubahan

. Belanja transfer;

1) Semula Rp 437.333.556.560,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 559.942.673,00
Jumlah belanja transfer Rp 437.893.499.233,00

setelah perubahan



Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a terdiri atas:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 901.384.443.550,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (1.927.839.496,00)
Jumlah belanja transfer Rp 899.456.604.054,00

setelah perubahan

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 660.040.687.611,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 115.762.479.294,50
Jumlah belanja barang dan Rp 775.803.166.905,50

jasa setelah perubahan

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 0
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0
Jumlah belanja bunga Rp 0

setelah perubahan

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp 0
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0
Jumlah belanja subsidi Rp 0

setelah perubahan

e. Belanja hibah

1) Semula Rp 70.397.014.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (84.705.000,00)
Jumlah belanja hibah Rp 70.312.309.000,00

setelah perubahan

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 24.907.200.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 5.729.220.000,00
Jumlah belanja bantuan Rp 30.636.420.000,00

sosial setelah perubahan

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 11.193.573.500,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.193.573.500,00)
Jumlah modal tanah tidak Rp 0,00

berwujud setelah perubahan



b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1) Semula Rp 70.712.334.738,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 60.547.808.010,00
Jumlah modal peralatan Rp131.260.142.748,00
dan mesin setelah
perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 95.110.245.026,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (30.680.612.723,00)
Jumlah modal gedung Rp 64.429.632.303,00
dan bangunan setelah

perubahan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 96.461.630.900,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.967.078.895,00
Jumlah modal Jalan, Rp100.428.709.795,00

Jaringan dan Irigasi
setelah perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1) Semula Rp 4.478.816.600,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (264.358.192,00)
Jumlah modal Aset Tetap Rp 4.214.458.408,00
Lainnya setelah
perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas:

Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 14.586.796.349,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (10.017.718.030.00)
Jumlah tidak terduga Rp 4.569.078.319,00

setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d, terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp 18.355.169.560,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 124.942.673,00
Jumlah belanja bagi hasil Rp 18.480.112.233,00
setelah perubahan

b. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp 418.978.387.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 435.000.000,00
Jumlah belanja bantuan Rp 419.413.387.000,00
keuangan setelah perubahan




Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 98.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp147.029.903.753,50
Jumlah penerimaan Rp245.029.903.753,50
pembiayaan setelah

perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 32.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pengeluaran Rp 32.000.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 98.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp147.029.903.753,50
Jumlah Sisa lebih Rp245.029.903.753,50

perhitungan anggaran
tahun sebelumnya
setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pencairan dana Rp 0,00
cadangan setelah

perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Hasil penjualan Rp 0,00

kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Rp 0,00

pinjaman daerah setelah
perubahan



e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Rp 0,00

kembali pemberian
pinjaman daerah
setelah perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Rp 0,00

pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan setelah
perubahan

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembentukan dana Rp 0,00
cadangan setelah

perubahan

b. Penyertaan modal daerah
1) Semula Rp 32.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penyertaan modal Rp 32.000.000.000,00
daerah setelah perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembayaran cicilan Rp 0,00
pokok utang yang jatuh

tempo setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pemberian Rp 0,00

Pinjaman Daerah
setelah perubahan



e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Ketentuan lebih

Pasal 10

lanjut mengenai Perubahan APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Ketentuan lebih

Ringkasan Perubahan  APBD  yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

lanjut mengenai Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 18 Oktober 2021
BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI’ANAH

Diundangkan di Demak

pada tanggal

18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 10 - 239 / 2021 ).

Salinan sesuai dengan aslinya
S KEPALABAGIAN HUKUM
SETDA KABYKRATEN DEMAK,

KENDARS/NURIANI, SH MH
NGITTS Pembin\i Tingkat I
NIP.197007081995032003







